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ABSTHRAK

Megara Indonesia adalah negara hukem yang menjamin adanyva Kepastian
hukum bagi setiap warga nezaranyi, Hak atas bantoan hukum merupakan hak
asasi manusia vang harus dipenubi agar tercapainva asas egaalify before Hie law.
REUHAP sebagai landasan didalam hukum ascara pulama dulalam beberapa
pasalnya lelabh memuat kewajiban hak atas bantuan bukum  pada  tingkat
penyidikan, Bantuan hukem pada tahap penvidikan sangat penting artinya agar
terciptanya pemeriksaan yang fair dan manesizwt menghindurkan dan intimidasi
serla kekerasan batk secara fisik maupun psikiz. Permasalahan vang dikemukakan
pada skripsi ini adalah, Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum oleb advokat
pada ungkat penvidikan di Poltabes Padang, kendala vang dibadapi oleh advokal
dalam pelaksanaan bantuean hukwm pada tahap penyidikan, Dalam penclitian ini
penulis menggunakan  melode  penelitian vuridis  sosiologis,  yaiu o berupa
pendekatan masalah melalul penelitian hukum dengan melihat kenyalaan hukom
vang terjachi < lapangan. Penelitiannya dilakukar di Polizbes Padang dan pada
kantor advokat, Sumber dats vang dipakai adalab data primer dan data sekunder,
Penpumpulan data dengan stodi kepustakaan dan melakukan wawancara, Hasil
penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum oleh advokat pada tingkat
penyvidikan di Poliabes Padang diawali atas inisiatl tersangka vang sehelumnya
penyidik memberitahukan hak didampingi oleh penasehat hukum pada saat
penvidikan, Mak atas bantuan hukum tersebut tidak semuanya terlaksana kepada
tersanpgka vanpg termasuk kedalam cakupan Pasal 36 KUHAP, bhal iu karena
tersanpgka mennlak uotuk didampingi oleh penaschat hukum atau tersangka telah
memiliki advekal sendin, peoolakan atas bantuan hukum tersebut kemudian
dibuatkan didalam berita acara penelakan. Sedanpkan kendala yang ditemm oleh
advokal pada saat memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan vide Pasal
56 KUHAP adalah kewajiban akan bamuvan hukum pada lahapan penyidikan tidak
dilaksanakan oleh penvidik, perbedaan pendapal antara penyidik dengan advokat
dalam pemahaman, penghayatan. dan penerapan asas-asas vang terdapal didalam
EUHAP khususnva menpenai baotuan huekum pada tahapan penyidikan  dimana
bamuan hokum tersebut bersifat wajib dan harus dipenuhi karena  apabila
Jdiabaikan dapat mengakibatkan pemeriksaan vang didapatkan tidak sah dan batal
demi hukum, serta adanya tempang lindibh ateran yang tidak jelas dalam hal
penerapan hantuan bukom yang diamanatkan oleh Pasal 56 KUHATP dengan
JUERIS penyidikan POLRD vang wemuat format Berita Acara Penolakan
tersangka vang menolak atas bantuan hukum, KUHAP sebagai landasan dasar
dalam hukum acara pidana didalamnyva tidak terdapat adanva pasal yang mengatur
rertang penolakan hak atas bantuan hukuem tersebul.



BAEL
PENDAHULUAN
A, Latar Belakang Musalah

indonesia didealkan dan dicita-citakan oleh fe finnding finfrers sebagai
satn Megara Hukum (Recfisssraay’ The Bude of Law), TJUD 1945 Pasal 1 ayar (3}
menegiashan babwa “Negara Indonesia adalah Negara Hlukum ™ Dalam negara
hukum. negara mengakui dan melindungi bak asasi manusia setiap individu tanpa
membedakan latar belakangnya, sehingra semun orang memiliki hak  uniuk
diperlakukan sama di hadapan hekum (egualing before the ey,

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak
diartikan sccara statis, Aninva. kalau ada persamean di hadapan hukum bagi
semua orang maka harus dimbangi juga dengan persamaan perlakuan fegua
trearment) bagi semua orang. Tika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan
hakim, maka mercka harus diperlakukan sama aleb hakim,

Perolehan pembelaan dart seorang advokat atau pembels omum jgocess io
legal coursel) adalah hak asasi manusia vang sangal mendasar bapi setiap orang
dan oleh karena it merupakan salah satu syaral untuk memperoleh keadilan bagi
semua orang (fustice for alf), Kalau seorang vang mampu mempunyal masalal
hukum, ia dapal memmjuk  seorang ataw  lebih advokat wnuk  membela
Kepentingannya. Sebaliknyva seorang vapp tergolong tidak mampu juga harus
memperoleh jaminan untuk meminta pembelasm dari scorang atau lebib pembela

vmum (pibfic deferder) sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum {leeal o

Adviy Buyung Masulion, Seovean Muagaoe Afses Masvarakar Marging! Terkodap
Lesetifon ¢ Tinfanan Nedural, Kowsen, Kebilabon, Peierapan dan Perbundingan oF Berbapai
Separas, Lembaga bantean Hukwm Jakaria, Inkaria, 2007, hlg 97



iastitre) untuk membela kepentingannyva dalam suato perkara hukum. Kalaw ini
lerjadi maka asas persamazn di hadapan bukon akan wereapad.”

Inchinesia sehagal negara hukum telal menjamin asas persamaan di hadapan
bukum. yaitu dalam Pasal 27 avat (1) UL 1943 vang berbunyi;

“hegala wargn negara bevsemoan kedudvkanmya di dalam hkum daw
pemerintatian don walil meniuniung hukam don pemeriniahan it clernran ik
el ecwalinma

Persamaan di hadapan hukum tersebut dapar tecwujod di dalam suaw
pembelaan perkara hukum. dimana baik orang mampu mavpun fakir miskin
memiliki hak konstitusional untuk diwakilz dan dibela oleh advokat atau pembela
umum baik di dalam maupun di luar penpadilan.

Dalam hal pemberian baniwm bukum olch advokat merupakan salab saru
upaya dalam penerapan hukum dan upava untuk menimbulkan kesadaran akan
hukum di dalam masyarakar. Penerapan bantuan hukuem & Indonesia oleh para
advokat adalah suatu pekerjaan vang telah mendapat legitimasi dari pemerintah
metatui ULHRI No. 8§ Tahun 1981 vang tertuang dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAF) Bab VI pasal 67 sampai dengan Pasal 74 vang
mengatur hak dan kewajiban advokat dalam memberikan banivan hukum. dan
Pasal 27 ULl Moo 4 gahun 2004 Tentang Kekuvassan Kehakiman, dalam
memberikan bantwan  hukum  advokal anembantu melancarkan  penvelesaian
perkara dan menjunjung tingel Pancasila, bukum dan keadilan, UU No. 18 Tahun

2003 juga menguatkan di dalam pasal 22 bahwa advokat wajib memberikan

T wik bk b wmoaling, com, diakses 1gf 29 Janwars 2005
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bantuzan hukem secara cuma-cuma kepada pencart keadilan yang tidak mampu
secard lnunsial

Pemberian bantuan hukom vang diberikan oleh advokat sebhaiknya juea tidak
hapva terbatas saat menghadit pemenksaan di pengadilan. tetapi dimualai pada
saat penyidikan di Kepolisian, Hukum Acara Pidana kile memberikan peluang
adanya bantuan hukum mulai dan penahanan atan penangkapan tersangka atau
terdakwa pada semua tingkar pemeriksaan. Tersangka wan terdakwa diberikan
hak untuk menghubungi dan berbicara dengan advokatnva. Bahkan pembicaraan
wrsangka atau terdakwa dengan advokatoyva dapat tidak didengar oleh pibak-pibak
fain kecuali bagi perkara-perkara tertentu dan biasanya dalam hal findak pidana
khusus seperti 1erorisme.
Dan hal ini diperkuat lagi didalam pasal 34 KUHAP vang menyebutkan
e Cruna kepentingan  pembelaan, tersangka atau terdakwa  berhak

mendapat bamtuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukem selama

dalam wakiu dan pada setiap tingkal pemeriksaan, menurul @ cara vang

ditentukan dalam undang-undang ini™

Berdasarkan Pasal 534 Undanp-undang Nomor § Tahur 1981 tersebut. Maka
dapal disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang  uniuk
mendapatkan bantuan bukum apakah orang il mampu mavpun tidak mampu
secara chonamis, Bamuan hukum ini juga diharapkan dapal mencegah perlakuan
idak adil dan tidak manusiawi mtas tersangka ataw terdakwa yang tergolong

r h _ i ]
miskin ataw vang biasa disebat due process of law atan proses hokum vang adil

"idha piisdu, Klen & Aok Pl Pradedh, T Abadi. Jakart, 2004, hlm. 43,
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FENUTLP

A, Kesimpulan

Dari hasil penelitian vang telah dilakukan didapatkan kesimpulan berupa :

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan bantuan hukum eleh advokat
pada tingkal penyilikan di Poltabes Padang diawali atas misiatil tersangka
vang  sebelumnya  penvidik  memberituhukan  bak  didampingi  oleh
penasshat hukum pada saat penyidikan. Hak atas bantwean hukum tersebut
tidak semuanya terlaksana kepada tersangka yaog termasuk kedulam
cakupan P'asal 56 KUHAFP, hal itu karena tersangka menolak  untuk
didampingi oleh pepasehat hukom atau tersangka telah memiliki advokar
sendiri, penelakan atas bantuan hukum tersebut kemudian  dibuatkan

dadalam berita acara penolakan

{2) Sedangkan kendala vang ditemui oleh advokal pads saat memberikan

bantuan hukum pada tingkat penvidikan vide Pasal 36 KUHAP adalah
kewajiban  akan bantwan  hukum  pada  tahapan  penyidikan ridak
dilakzanakan oleh penvidik, perbedaan pendapat antara penyidik dengan
advokat dalam pemahaman. penghavatan. dan penerapan asas-asas yang
terdapat didalam KUHAF khosusnyva mengenal bantuan hukum pada
tahapan penvidikan  dimana bantuan hukum tersebue bersitar wajib dan
harus  dipenehi karena apabila diabaikan  dapat  mengakibatkan

pemeriksaan vang didapatkan tilak sah dan batal demi hukom. serta



adanya lumpang tindih aturon vang tidak jelas dalam hal penerapan
Bantuan hukoem yang diamanatkan oleh Pasal 36 KUHAP dengan JUKNIS
penyidikan POLRT vang memuat format Berita Acara Penolakan tersangka
vang menalak atas banmuan hukum, KUHAP sebagai landasan dasar dalam

bukum acara pilima didalamnya tidak  terdapat adanys pasal vang

meneatur tentang penolakan hak atas buntuan hukom terse b,

B. Saran
L. Agar profesionalitas penyidik lebib ditingkatkan dalam hal kesadaran
pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan kepada tersangks vang
wajib untuk didampingt perasehat bukom dengan tdak hanyva sebatas
pasif umuk menanyakan dan memberitahukan akan haknya tetapl wajib
untuk memberikan banvan hukum serta menghadirkan perasehat hukum
sesual vang diamanatkan oleh Pasal 34 dan 36 KUHAP.

- CApar pengaturan lentang bantuan  hukum divangkan  didalam suaiu
Undang-undang khusus agar fidsk tegadi pemahaman vang berbeda
tentang bantuan hukum pada tingkat penyidikan vang memust denpan
jelas ketentuan dan tata cara pelaksanaan, mckanisme pengawasan
wrhadap pelaksanaan Pasal 54 dan 56 KUINAP serta sanksi vang
didapatkan oleh pejabat i semua tingkat pemeriksasn apabila tidak
dilaksanakannya bantuan hukuim sesuai vang diamanatkan didalam Pasal

24 dan 56 KUHAP



DAFTAR PUSTAKA

Bulku

Andi Hamveale 2001, Mk deara Pidona Drcforesic, Jakarta, Sinar Grahka

Aria Furmnelti. 2005, Buky Mareri Pokol Baviean ke, Padang, Bagian Hukunt
Fidana Fakulas Hukum Linand.

Adnan Buvung Nasution. 2001, Saevwen Mk of Indosesia, Jakarta . LPIES.
e m e, JO0T. Bamtuwan Fukum, Akses Masyvarakat Margingl
Terfrdap Keaditan (Tinfawan Sefarah, Kensep, Kebifokan, Penerapan

it Perbondingzan df Berbeaeal Negara), lakarta, LBIT Jakarta.

Bambang Sungpono dan Aries Varvianto, 2001, Bamman Hukum don Hak Asas
Manusio,  Dandung. Mandar Maju.

Bambane Waluva, 2004, Pidana dan Pemidoaracs, Jakarta, Sinar Grafika
L ;

Binziad kadafi dkk. 2001, Addvokar fndenesia Mencarl Legitimasi st fentang
fenigaieng fowalh profest o dF Indanesia, lakara,

Departemen Pepdidikan Masional, 2005, Kamwy Sevar Safava fodonesia bedind
Netlon, Jakara, Balai Pustaka.
[l

M. Yahya Harabap, 2003, Pembahasan Permasalafian don Penerapon KURAP,
Peavicikan dan Penanturan. Jakarta, Sinar Grafika

Muladi dan Barda Nawawi. 1984, Teari-teord dun kebifakan Pidana, Alumni.
Semarang.

Rumli [utabarat, 1981, Persomoan df hodapan Hukem fegualioe before the law)
ol Drdfonesicr, Jakarta,

R Soesilo, 1980, Tukeik dun Teknik Perkava Kriminal, Politea. Bogor
Soerjono Sockanto, 1986, Penganar Penelitian bk, Jakarta, Ul-Press.

Supriadi. 2003, Erdka dan Touggeng Jewvad Profesi Hvkwm di Indonesia. Jakarna,
Sinar Grafika.

Yudha pandu. 2004, Klien & Advokat Dafam Prakiek, Jakarta, PT, Abads



